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WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 26  TAIHUN 2012
TIENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kectentuan dalam
Pasal 7 ayat (3) Undang undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kcterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur
pedoman pengelolaan informasi dan dokumcntasi di
[Lingkungan Pemerintah Kota Semarang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud huruf a di atas, maka pcrlu mecmbentuk
Peraturan  Walikota  Scmarang  scbagai  Pedoman
Pengclolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemcerintah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kota Besar  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan  Negara  Yang  13ersih dan  BBchas
Korupsi, Kolusi, dan Ncpotismc (l.embaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
Pemerintahan  Dacrah - (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rcepublik Indonecsia Nomor 4437) scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pcmerintahan  Dacrah  (l.embaran  Ncgara
Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4844);




10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor i12,Tambahan LLembaran Ncgara Rcpublik®
Indoncsia Nomor 507 1);

. Undang-Undang Nomor [2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Pcraturan Pcrundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan ILembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Pcrluasan Kotamadya Dacrah Tingkat I Scmarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3079);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pcmbentukan Kecamatan di Wilayah  Kabupaten-
kabupatcn Dacrah Tingkat [l Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat [I Scmarang
dalam Wilayah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah
(Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 1992
Nomor 89); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pecmerintahan Dacrah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pcmerintah,
Pemerintahan  Dacrah  Provinsi, dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (l.embaran Necgara Rcpublik
Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4737);

Pceraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran
Ncgara Republik Indonecsia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Recpublik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang PPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;




14. Pcraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
10/PIKR/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pcdoman
Pcengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

16. Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Scmarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor
8, Tambahan ILembaran Daerah Kota Scmarang®
Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kcrja Sckretariat Dacrah
dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Semarang (l.embaran Dacrah Kota -Semarang Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan ILembaran Dacrah Kota
Scmarang Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

’

6.

Dacrah adalah Kota Scmarang

Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Pcrangkat Dacrah scbagai
unsur penyclenggara Pemerintahan Dacrah.

Walikota adalah Walikota Semarang
Peraturan Walikota adalah pcraturan Walikota Semarang;
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dacrah,
yang terdiri dari Sckretariat Daerah, Sckrctariat Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah, Diras Daerah, Inspcktorat, Badan, Satuan DPolisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kclurahan.

Informasi adalah kcterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pcsan, baik data, fakta maupun
penjclasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format secsuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi sccara clcktronik ataupun
nonelektronik.




8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikclola,
dikirim, dan/atau diterima olch suatu BBadan PPublik yang berkaitan
dengan penyclenggara dan penyelenggaraan ncgara dan/atau
penyclenggara dan penyclenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

9. Badan Publik adalah lembaga cksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungis dan tugas pokoknya berkaitan dengan pecnyclenggaraan
negara, yang scbagian atau scluruh dananya bersumbcer dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara dan/atau Anggaran Pcndapatan dan®
Belanja Dacrah, atau organisasi nonpcmecerintah scpanjang scbagian
atau scluruh dananya bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan
Bclanja Negara dan/atau Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar ncgeri.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang sclanjutnya discbut
PPID adalah pec¢jabat yang bertanggung jawab di bidang pcnyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID
scbagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

11.Pcjabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu  yang
selanjutnya discbut PPI) Pembantu adalah pcjabat struktural yang
bertanggung  jawab dalam pcngumpulan, pcndokumentasian,
penyimpanan, pemcliharaan, pcnycdiaan, distribusi dan pclayanan
informasi di lingkungan 13adan Publik.

12.Atasan Pcjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pcjabat
yang mcrupakan atasan langsung pcjabat yang bersangkutan.

13.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi kcterangan sccara
sistematis tentang scluruh Informasi Publik yang bcerada dibawah
penguasaan Pcmerintah  Dacrah/BUMD/Satuan Pendidikan tidak
termasuk informasi yang dikecualikan.

14.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi .
publik scbagaimana diatur dalam ketentuan pcraturan perundang-
undangan.

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga ncgara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik scbagaimana
diatur dalam ketentuan pcraturan perundang-undangan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksudkan untuk
memberikan prosedur bagi Badan [PPublik di lingkungan Pemerintah
Dacrah dalam mclaksanakan Pelayanan Informasi Publik,




Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pcjabat Pengclola Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pclayanan Informasi Publik sesuai dengan prinsip
pelayanan yang cecpat, tepat dan mudah di setiap BBadan Publik di
lingkungan Pemcrintah Kota Semarang.

BAB 111
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI] PUBLIK

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam membecrikan peclayanan informasi publik, mcliputi :

a. mudah, cepat, ccrmat dan akurat, yaitu sctiap kegiatan dalam pemberian
pclayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikorcksi scsuai kebutuhan dan mudah diakscs;

b. transparansi, yaitu dalam pembecrian pelayanan informasi publik harus
dilaksanakan sccara jcias dan terbuka;

c. akuntabel, yaitu sctiap kcgiatan dalam pembcrian pclayanan informasi
publik harus dapat dipcrtanggungjawabkan;

d. proporsionalitas, yaitu sctiap kegiatan dalam pemberian pclayanan.
informasi publik harus memperhatikan kescimbangan antara hak dan
kewajiban.

BAB 1V
AKSIES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 5

(1) Informasi Publik di lingkungan Pemcrintah Kota Scmarang bcersifat
terbuka dan dapat diakscs oleh setiap Pengguna Informasi Publik,

(2) Informasi Publik di lingkungan Pemcrintah Kota Scmarang dapat
dipcrolch Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Dacrah
adalah informasi publik yang bersifat rahasia,ketat dan terbatas sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Informasi Publik yang dikeccualikan scbagaimana dimaksud pada Ayat
(3) didasarkan pada pcngujian atas konsckucnsi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang
scksama bahwa menutup Informasi Publik dapat mclindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau scbaliknya.
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BAB V

BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Badan Publik meliputi:

a. Badan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah;

b. Organisasi Non-Pemerintahan yang mendapatkan sumber anggaran dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran,
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

(1). Untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada
setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan
PPID dan Atasan PPID.

(2). PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada jabatan
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi
pada Badan Publik yang bersangkutan.

(3). Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan
dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penunjukan
Pasal 8

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan oleh :

a. Walikota, untuk Badan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
huruf a bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

b. Pimpinan Badan Publik, untuk Badan Publik sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 huruf b serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan
Publik.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan
Publik, dapat dibantu oleh Sekretaris PPID dan PPID Pembantu dalam
lingkungan Badan Publik dan/atau Pejabat Fungsional, dengan susunan

~ sebagai berikut :

a. Atasan PPID;




(2)

b. PPID;

c. Sckretaris PPID;

d. PPID  Pembantu, meliputi Bidang [Pclayanan dan Dokumentasi
Informasi, Bidang Pcngolahan dan Klasifikasi Data dan Bidang
Penyelesaian Keberatan Informasi.

Bagan susunan organisasi PPIDD Badan Publik, sebagaimana tcrcantum

dalam Lampiran Pcraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi PPID
Pasal 10

(1) Tugas PPID yaitu mcrencanakan, mengorganisasikan, mclaksanakan,

(2)

mengawasi, dan mcngevaluasi pclaksanaan kegiatan pengclolaan dan

pclayanan informasi di lingkungan badan publik sesuai dengan bidang

dan urusannya masing-masing.

Fungsi PPID yaitu :

a. Penghimpunan informasi publik dari scluruh PPID Pembantu;

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang dipcrolch dari PPID
Pembantu sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;

c. Pclaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam
katcgori dikccualikan dari informasi yang tcrbuka untuk publik.

d. Penycelesaian keberatan dan sengketa informasi.

Bagian Kclima
Kedudukan dan Penunjukan Sckretaris dan PPID Pecmbantu
Pasal 11

. Sekretaris PPID berkcdudukan pada bidang/bagian/scksi pada masing-

masing Badan Publik.

. Sekretaris PPIDD adalah pejabat struktural di Badan Publik yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Publik.

. PPID Pembantu berkedudukan pada bidang/bagian/scksi pada masing-

masing Badan Publik.

. PPID Pembantu adalah pejabat struktural/fungsional yang ditctapkan

dengan Keputusan Kepala Badan Publik.

Bagian Keenam
Tugas dan Fungsi Sckretaris PPID

Pasal 12
Tugas Sckretaris yaitu merencanakan, mclaksanakan,
mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan

pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pclayanan

informasi dari PPIID) Pcmbantu.




(2) Fungsi Sckretaris yaitu :

a.

o

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pcngelolaan informasi
dan dokumecntasi;

. Pclaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pcngumpulan

informasi dan dokumentasi;

Pclaksanaan administrasi pclayanan informasi dan dokumecntasi;

Pclaksanaan koordinasi dalam rangka pcnycdiaan dan pclayanan

informasi publik mclalui mcdia cetak atau onling;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pcmbcerian pclayanan informasi

dan dokumecntasi; '

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pcngelolaan

informasi dan dokumentasi;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sckrctaris PPID dibantu

kesckretariatan dan PPID Pembantu Bidang Pelayanan Informasi dan

Dokumecntast dengan tugas yaitu :

1. Meclaksanakan pcrencanaan pcnyusunan program pcengelolaan
informasi dan dokumentasi

2. Mclaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka
pengumpulan informasi dan dokumecentasi

3. Mclaksanakan adminisirasi dalam rangka pcnycdiaan pclayanan
informasi dan dokumcntasi

4. Mclaksanakan monitoring, evaluasi dan peclaporan kegiatan
pelayanan informasi.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
Bidang IPclayanan dan Dokumentasi Informasi
Pasal 13

(1) Tugas PPID Pcmbantu Bidang Pelayanan dan Dokumecntasi Informasi
yaitu menyimpan, mcndokumentasikan, mcnycdiakan dan/atau
mecmberikan pclayanan Informasi kepada publik.

(2) Fungsi PPID Pembantu Bidang Pclayanan dan Dokumentasi Informasi
yaitu :

a.

Pelaksanaan pcrencanaan  program  di Bidang Pclayanan dan
Dokumecentasi informasi;

Pclaksanaan pelayanan informasi dan dokumen,;

Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi
publik;

Pengclolaan sistem informasi dan dokumentasi;

Penycdiaan informasi dan Dokumcntasi dalam rangka pclayanan
informasi publik;

Penyimpanan dan pcmcliharaan dokumentasi dan informasi publik.




Bagian Kedclapan
Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
Bidang PPengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Pasal 14

(1) Tugas PPID Pembantu Bidang PPengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
yaitu mengolah dan memberi pclayanan konsultasi klasifikasi informasi.
(2) Fungsi Bidang Pcngolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :
a. Pelaksanaan pcrencanaan program di bidang pengolah Data dan
Klasifikasi Informasi;
b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik ;

O

Inventarisasi pcngklasifikasian informasi dan dokumecentasi
d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas sctiap kcbijakan dalam
rangka mecmenuhi pecrmohonan informasi.

13agian Kesembilan
Tugas dan Fungsi PPIDD Pcmbantu
Bidang Penyclesaian Keberatan Informasi
Pasal 15

(1) Tugas PPID Pembantu Bidang Penyclesaian Kcberatan Informasi
melaksanakan advokasi dan pendampingan dalam pcnyclesaian
keberatan/mediasi/ajudikasi.

(2) Fungsi Bidang P’cnyclesaian Keberatan Informasi yaitu :

a. Pclaksanaan pcrcncanaan program bidang pcnyelesaian kcberatan
informasi;

b. Pclaksanaan koordinasi dalam rangka pcnanganan pcnyclesaian
keberatan informasi;

c. Pclaksanaan verifikasi, laporan, dan reckomendasi atas pcngaduan
atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;

d. Pclaksanaan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

BAB VII

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
PENGUMPULAN INFORMASI
Pasal 16

(1) Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kecgiatan
yang telah, scdang. dan yang akan dilaksanakan olch sctiap satuan
kerja.




(2) Informasi yang dikumpulkan adalah informast yang berkualitas dan
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing 13adan Publik;

(3) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pcjabat dan arsip,
baik arsip statis maupun dinamis.

(4) Pecjabat scbagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pcjabat yang
bertanggung jawab dalam peclaksanaan tugas pokok dan fungsi di
Satuan Kerjanya, scdangkan arsip statis dan dinamis mecrupakan arsip
yang terkait dengan pclaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
bersangkutan.

(5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
scbhagai berikut;

1. mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;

2. mendata kcgiatan yang dilaksanakan olch Satuan Kcrjanya;
3. mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;

4. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumecen.

13agian Kedua
PENGKILASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 17

Dalam proses pengklasifikasian, informast dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik.

Dikclompokkan berdasarkan subyck informasi scsuai dcngan tugas

pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan sccara berkala, mcliputi:

2. Profil yang mcliputi scperti sgjarah singkat, struktur organisasi,
tujuan, kcdudukan, tugas dan fungsi, program kcrja, dan
scbagainya,; ' '

3. Informasi mengenai  kegiatan dan  kinerja Pcmerintah  Kota
Semarang, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan scbagainya;

4. Informasi mengenai laporan keuangan;

5. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan,;

6. Informasi yang lebih detil atas permintaan pcmohon.

b Informasi yang wajib diumumkan secara scrta merta, yaitu informasi
yang dapat mcngancam hajat hidup orang banyak dan kcterkaitan
umum, meliputi:

I. Informasi mengenai bencana alam, scperti kckeringan, kebakaran
hutan karcna faktor alam, hama pecnyakit tanaman, cpidemik,
wabah, kcjadian luar biasa, kcjadian antariksa atau benda-benda
angkasa;
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2. Informasi mcngenai tentang kcadaan bencana non-alam  scperti
kegagalan industri atau teknologi,dampak industri, ledakan nuklir,
pcncemaran lingkungan dan kegiatan kecantariksaan;

3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

4. Informasi tentang jenis, perscbaran dan dacrah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi olch
masyarakat;dan/atau ,

6. Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.

c. Informasi publik yang wajib terscdia sctiap saat, mecliputi:

1. Daftar scluruh informasi publik yang becrada di bawah pcnguasaan
Pemerintah Kota Scmarang, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;

2. Hasil keputusan Pemerintah Kota Semarang dan latar belakang
pertimbangannya;

3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;

Rencana kerja program/kegiatan,tcrmasuk pcrkiraan pengeluaran
tahunan Pcmerintah Kota Semarang ;

5. Perjanjian Pemerintah Kota Semarang dengan pihak kctiga;

Informasi dan kcbijakan yang disampaikan Pcjabat Pcmerintah Kota
Scemarang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

7. Prosedur kcrja pegawai Pemerintah Kota Scmarang yang berkaitan
dengan pclayanan masyarakat; dan/atau

8. Laporan mengcnai pelayanan akses informasi publik scbagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

d. Informasi yang dikccualikan dalam pengclompokan informasi yang
dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal scbagai berikut :

1. Informasi scbagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008, yakni :

a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan dibcrikan kepada
Pecmohon Informasi Publik dapat mcnghambat proscs pencgakan
hukum, yaitu informasi yang dapat:

1) mcnghambat proscs penyclidikan dan penyidikan suatu tindak
pidana;

2) mengungkapkan identitas informan, peclapor, saksi, dan/atau
korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarcncana
yang berhubungan dengan pencegahan dan pcnanganan scgala
bentuk kejahatan transnasional;

4) membahayakan keselamatan dan kchidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya; dan/atau

S5) membahayakan keamanan pcralatan, sarana, dan/atau
prasarana pencgak hukum.
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b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan inteclcktual dan perlindungan dari
pcrsaingan usaha tidak schat;

c) Informasi Publik yang apabila dibuka dan dibcrikan kepada
Pcmohon Informasi Publik dapat membahayakan pcrtahanan dan
keamanan ncgara, yaitu:

1) informasi tentang strategi, intclijen, operasi, taktik dan tcknik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pcrtahanan dan
kcamanan ncgara, meliputi tahap percncanaan, pclaksanaan
dan pengakhiran atau cvaluasi dalam kaitan dengan ancaman®
dari dalam dan luar negeri;

2) dokumen yang memuat tentang strategi, intclijen, opcrasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dcngan penyeclenggaraan
sistem pertahanan dan kcamanan ncgara yang mcliputi tahap
pcerencanaan, pclaksanaan dan pengakhiran atau cvaluasi;

3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kckuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
kcamanan ncgara scrta rencana pengembangannya;

4) gambar dan data tentang situasi dan kcadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;

5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan necgara lain
tcrbatas pada secgala tindakan dan/atau indikasi ncgara
terscbut  yang dapat mcmbahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Rcpublik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama
militer dengan ncgara lain yang disepakati dalam pcrjanjian
terscbut schagai rahasia atau sangat rahasia;

0) sistem persandian negara; dan/atau

7) sistem intelijen negara.

2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan kckayaan alam Indoncsia,;

3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan dibcrikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ckonomi nasional:

a) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau
asing, saham dan aset vital milik ncgara,;

b) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan modcl
operasi institusi kcuangan,

¢) rencana awal pcrubahan suku bunga bank, pinjaman pcmerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/dacrah lainnya,;

d) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

c) rencana awal investasi asing;

f) proscs dan hasil pcngawasan pcrbankan, asuransi, atau lembaga
kcuangan lainnya; dan/atau

g} bhal-hal yang berkaitan dengan proscs penccetakan uang.
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar ncgeri:
a) posisi, daya tawar dan stratcgi yang akan dan tclah diambil olch
negara dalam hubungannya dengan ncgosiasi internasional;
b) korcspondensi diplomatik antarncgara;




c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional; dan/atau

d) pcrlindungan dan pcngamanan infrastruktur strategis Indonesia di
luar negeri.

5. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
sescorang;

6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pecmohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

a) riwayat dan kondisi anggota kcluarga; \

b) riwayat, kondisi dan pcrawatan, pengobatan keschatan fisik, dan
psikis scscorang;

c) kondisi kcuangan, asct, pendapatan, dan rckening bank scscorang;

d) hasil-hasil cvaluasi =~ sehubungan dengan kapabilitas,
intelcktualitas, dan rekomendasi kcmampuan — scscorang;
dan/atau

¢) catatan yang mcnyangkut pribadi scscorang yang berkaitan
dengan kecgiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan
nonformal.

7. Memorandum atau surat-surat antar 3adan Publik atau intra Badan
Publik, yang mcnurut sifatnya dirahasiakan kccuali atas putusan
Komisi Informasi atau pcngadilan;

8. Informasi yang tidak bolch diungkapkan berdasarkan Undang-
undang.
¢. Prinsip-prinsip yang harus dipcrhatikan dalam mengclompokkan
informasi yang dikccualikan:

1. Ketat, artinya untuk mcngatcgorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada mectode yang valid dan
mengedepankan obyektivitas;

2. Terbatas,artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari pcnafsiran yang subyektif dan
kcsewenangan,

3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang sccara mutlak

dikecualikan  kctika  kepentingan  publik  yang  lebih besar
menghendakinya.

f. Pengccualian harus meclalui mectode uji konsckucnsi bahaya vang
mendasari penentuan  suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi terscbut dibuka;

g. Untuk lebih mecnjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup sccara
obyektif, maka metode scbagaimana terscbut pada huruf ¢ dilengkapi
dengan uji kepentingan publik (balancing publik interest test) yang
mendasari pencntuan informasi harus ditutup sesuai dengan
kepentingan publik;

h. Pengklasifikasian akses informasi harus discrtai pcrtimbangan tcrtulis

tentang implikasi informasi dari sisi politik, ckonomi, sosial budaya, dan
pertahanan kecamanan;

~ aan pecngguna informasi.
2 . ) 1

2. Petugas mecmberikan tanda bukti pcnerima permintaan informasi
publik kepada pemohon informasi publik,

b . ]
Pctugas memproses permintaan pecmohon informasi
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publik scsuai




4. Petugas memenuhi permintaan informasi scsuai dengan yang diminta
olech pecmohon informasi. Apabila informasi yang diminta masuk
dalam kategori dikecualikan, PPIDD mcnyampaikan alasan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
kecpada Pengguna Informasi Publik.

b. Layanan informasi mclalui mecdia baik online maupun cctak, vaitu
informasi publik yang tersedia dan diumumkan sccara berkala dilayani
melalui website Pemerintah Kota Scmarang dan media cctak yang,
terscdia. ‘

c. Terkait dcngan permasalahan tcknis dokumcntasi, scperti; besaran
volume, dimensi dan kuantitas dari dokumecn dan scbagainya, seria
permasalahan tcknis tcknologl informasi, scperti: keccpatan akscs,
keterbatasan bandwith, kcamanan sistem, keberbatasan kapasitas
hosting dan sebagainya, maka informasi meclalui media clektronik melalui
website, surat clektonik (c-mail) dan forum serta kotak komentar, akan
dibcrikan informasi atau dokumentasi yang bhersifat ringkas dan/atau
rangkuman. Secdangkan permintaan lebih  lengkap dapat meclalul
permintaan tertulis baik surat tercetak (print-out) ataupun melalui surat
clektronik (c-mail) dengan mencantumkan fotokopi idcntitas diri (KTP),
dengan discbutkan; maksud dan tujuan permintaan, scrta jenis atau
cakupan informasi yang dimohon. ,

d. Untuk mcnjamin kcamanan dan cfcktifitas layanan pcrmintaan mclalui
surat clckironik atau cmail tersebut, akan dilayani apabila pemohon
melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang mecngenai informasi yang
dimaksud meclalui telepon atau pesan singkat (sms), surat tertulis atau
faksimili kcpada PPID atau pengelola wcebsite. Scbagai tanda bukt
PPemohon wajib mclampirkan status laporan (delivery report), kepada PPID
atau pengclola wcebsitc.

¢. Ketentuan dalam Pasal 19 huruf ¢ dan d di atas, juga berlaku untuk
Pemohon yang mengirimkan keberatan akses informasi meclalui media
website dan atau surat clcktronik (e-mail).

Bagian Kelima
JANGKA WAKTU LAYANAN INFORMASI
PPasal 20

(1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi
publik dilakukan sctclah  pemohon informasi publik memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 19.

(2) Penyclesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja scjak
informasi meclalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi
permintaan informasi diterina, permintaan informasi ditolak, dan
perpanjangan waktu pembceritahuan permohonan diterima atau ditolak.




(3)Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-
lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

(4) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan
juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi,
apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya akan
dibebankan kepada pemohon informasi apabila dibutuhkan untuk
keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi
ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan
penolakan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku.

Bagian Keenam
PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI
Pasal 21

(1) PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur
sebagai berikut:

a. PPID mempersiapkan daftar pemohon informasi yang akan ditolak;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PPID
Pembantu dan/atau Badan Publik yang terkait, setelah surat
permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

(2) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang
disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis;

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon
informasi,

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PPID
Pembantu dan/atau Badan Publik yang terkait, setelah surat
permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

(3) Penyelesaian keberatan informasi :

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait keberatan dan sengketa

informasi,

b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk

disampaikan kepada Atasan PPID,;

c. Pada saat keberatan dan sengketa informasi berlanjut ke Komisi

Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan
hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.
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BAB VIII
PELAPORAN

IPasal 22

Setiap tahun wajib menyampaikan laporan yang meliputi :

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Pemerintah Dacrah dalam memcnuhi sctiap
permintaan informasi,

¢. Jumlah pembcrian dan penolakan pcrmintaan informasi, dan/atau,
alasan pecnolakan permintaan informasi.

BARB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang beclum diatur dalam Peraturan Walikota ini scpanjang
mengenai tcknis pclaksanaannya, ditetapkan oleh masing-masing Badan
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang dapat mengetahuinya, memecrintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota
Scmarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 September 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 5 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAKRAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 26
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 9¢

TANGGAL: 5 September 2012

BAGAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI
DAN INFORMASI DAERAH (PPID) BADAN PUBLIK
DI TINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Atasan PPID
PPID
Sekretaris PPID
: Sekretariat PPID
PPID Pembantu PPID Pembantu PPID Pembantu
Bidang Pelayanan dan Bidang Pengolahan Data Bidang Penyelesaian
Dokumentast informasi dan Klasifikasi informast Keberatan Informasi

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,

HENDRAR PRIHAII




